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MOTO 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ” 

(Q.S An-Nissa : 58) 

 

“Jangan diam saat alami ketidakadilan. Karena menahan kebenaran sama saja 

menjadi syaitan yang bisu” 

(Umar Bin Khattab) 
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Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia mengandalkan hukum untuk 

menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Sistem hukum 

yang berlaku adalah sistem hukum Eropa Kontinental, dengan KUHP sebagai 

buktinya. Hukum pidana diatur untuk menciptakan dan memelihara ketertiban 

umum, menanggulangi kejahatan, dan melindungi masyarakat. Aparat penegak 

hukum seperti polisi, kejaksaan, dan hakim memiliki peran fundamental dalam 

menegakkan keadilan. Polisi, sejak terbentuknya Polri pada tahun 1946, memiliki 

kekuasaan resmi yang independen. Pada era Reformasi, setelah tahun 1998, Polri 

kembali fokus pada tugas penegakan hukum, meskipun terjadi pelanggaran dan 

penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi yang merusak citra kepolisian. 

Contoh kasus yang melibatkan oknum kepolisian adalah Irjen Pol Napoleon 

Bonaparte yang melakukan penganiayaan terhadap M. Kece. Akibat tindakannya, 

Napoleon didakwa dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Masalah moralitas 

penegak hukum tetap relevan karena seringkali penegak hukum justru melakukan 

kejahatan, menyebabkan citra lembaga hukum terpuruk. Banyaknya pelanggaran 

oleh oknum kepolisian dan sanksi yang tidak berat membuat masyarakat kurang 

percaya pada penegakan hukum.  

 

Oleh karena itu, penelitian tentang pemberatan pidana terhadap aparat 

kepolisian yang menjadi residivis menjadi penting untuk dilakukan dengan 

berfokus membahas pada apakah pertimbangan putusan hakim NO. 

208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dalam memutus hukuman Irjen pol Napoleon sudah 

tepat. Serta apakah kedudukan pelaku sebagai residiv digunakan hakim sebagai 

pertimbangan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan 

pemidanaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam putusan hakim NO. 

208/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. dan untuk memahami apakah kedudukan pelaku 

sebagai residivis digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan pidana. Kegunaan 

penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang ketepatan 

pemidanaan yang diputuskan oleh hakim terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte 

dalam kasus penganiayaan serta untuk memahami apakah putusan hakim sudah 

sesuai dengan bentuk-bentuk pemberatan pidana. Secara praktis, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa yang tertarik mendalami 

masalah pemberatan tindak pidana oleh aparat kepolisian, khususnya terkait 

penganiayaan, serta menambah pengalaman dan wawasan penulis terkait 

pemberatan pidana dalam putusan hakim terhadap tindak penganiayaan. 

 



 

 
 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang meneliti 

bahan pustaka sebagai data sekunder. Sifatnya preskriptif, bertujuan menghasilkan 

argumentasi, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah hukum. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan meneliti kasus di Indonesia 

yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk 

menelaah undang-undang serta doktrin-doktrin hukum. Sumber bahan hukum 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi pustaka, dan bahan yang terkumpul dianalisis secara logis 

untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi. 

 

Putusan hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel membahas tentang 

pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, khususnya terkait hukuman yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa Napoleon Bonaparte dalam kasus penganiayaan. 

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup aspek pertimbangan yuridis 

dan non-yuridis, termasuk fakta-fakta persidangan yang mendukung dakwaan 

terhadap terdakwa. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 

selama 1 tahun, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, 

yaitu 5 bulan 15 hari. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti mitigasi, 

status terdakwa sebagai polisi, dan keterlibatannya dalam kasus sebelumnya. 

Namun, terdapat kekurangan dalam pertimbangan hakim terkait status terdakwa 

sebagai residivis, yang seharusnya juga dipertimbangkan dalam penjatuhan 

hukuman. Dalam konteks residivisme, terdapat kompleksitas tambahan dalam 

penilaian hukuman dan pendekatan rehabilitasi. Hakim harus mempertimbangkan 

sejarah kriminal terdakwa dan efektivitas upaya rehabilitasi sebelumnya dalam 

mengubah perilaku pelaku. Meskipun terdapat kesediaan untuk memaafkan dari 

korban, penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru dengan memperkuat 

strategi pencegahan. Dalam kasus Napoleon Bonaparte, statusnya sebagai residivis, 

yang berarti dia melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dihukum, 

seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Namun, dalam putusan tersebut, 

pertimbangan hakim tidak mencakup status residivis terdakwa. Ini menunjukkan 

kekurangan dalam penilaian hukum terhadap kecenderungan pelaku untuk kembali 

melakukan tindak pidana. Sebagai seorang polisi, Napoleon seharusnya menjadi 

contoh integritas dan keadilan, namun keterlibatannya dalam kasus-kasus yang 

melibatkan korupsi menimbulkan pertanyaan serius tentang sistem penegakan 

hukum dan pengawasan internal di kepolisian. 
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ABSTRAK 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif (normative law research). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti 

bahan pustaka sebagai data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-

undangan serta pendekatan konseptual. Ada tiga sumber bahan hukum yang 

digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, 

dan bahan hukum tersebut dianalisis dan dibahas dalam putusan. 

 

Dalam putusan hakim NO. 208/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, pertimbangan 

hukum menjadi bagian penting dalam amar putusan. Pertimbangan hakim dibagi 

menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan pasal-

pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis 

melibatkan aspek latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. 

Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut 

menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana penganiayaan, hukuman yang dijatuhkan hanya 5 bulan 15 hari penjara. 

Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai perwira tinggi polisi, terdakwa 

seharusnya memahami mekanisme hukum yang benar dalam menangani isu 

penistaan agama, serta bahwa tindakan terdakwa dapat memicu chaos dan anarkhi 

dalam masyarakat. Namun, hakim tidak secara spesifik mempertimbangkan status 

terdakwa sebagai residivis, yakni telah menjadi tahanan dalam kasus lain terkait 

Djoko Tjandra. Hal ini menjadi sorotan penulis, karena status residivis seharusnya 

menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Diskusi lebih lanjut 

menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan riwayat kejahatan sebelumnya, 

dampak sosial, serta efek jera yang memadai dalam memutus perkara residivis, 

khususnya bagi perwira tinggi polisi yang seharusnya menjadi panutan. 

 

Kata kunci: pemberatan pidana, aparat kepolisian, residivis. 
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